BABV
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai upaya peningkatan
kesejahteraan lansia terlantar di Nagari Halaban, dapat disimpulkan beberapa
hal sebagai berikut:

1. Upaya peningkatan kesejahteraan lansia terlantar di Nagari Halaban
telah dilakukan melalui keterlibatan Dinas Sosial, Pemerintah Nagari,
keluarga, dan masyarakat. Dinas Sosial memberikan bantuan berupa
permakanan dan alat bantu sesuai dengan kebutuhan lansia,
sedangkan Pemerintah Nagari berperan dalam pendataan, pengusulan
bantuan, serta pemberian BLT. Dalam menentukan penerima bantuan,
pemerintah juga melibatkan wali nagari, kepala jorong, dan
masyarakat. Selain itu, keluarga dan masyarakat turut membantu
lansia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, upaya tersebut
belum sepenuhnya maksimal.

2. Faktor yang mendukung peningkatan kesejahteraan lansia terlantar di
Nagari Halaban antara lain akses jalan yang cukup mudah untuk
menjangkau tempat tinggal lansia, kesadaran dan kepedulian
masyarakat, kedekatan tempat tinggal antarwarga, budaya gotong
royong, serta kemampuan lansia dalam berkomunikasi dan
menyampaikan kebutuhannya. Dukungan tersebut memudahkan pihak
yang memberikan bantuan untuk mengetahui kondisi lansia dan
memberikan pertolongan secara langsung. Sementara itu, faktor yang
menghambat meliputi keterbatasan anggaran, belum tersedianya panti
sosial bagi lansia di Kabupaten Lima Puluh Kota, pendataan lansia yang
belum sepenuhnya lengkap, aturan penggunaan Dana Desa untuk BLT
yang dibatasi paling banyak 15%, bertambahnya jumlah lansia yang
membutuhkan bantuan, serta terbatasnya jumlah petugas

dibandingkan dengan wilayah yang harus dijangkau.
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3. Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah, upaya peningkatan kesejahteraan
lansia terlantar di Nagari Halaban telah menunjukkan adanya
penerapan prinsip keadilan, musyawarah, persamaan, kemaslahatan,
dan tanggung jawab. Hal tersebut terlihat dari adanya usaha
pemerintah untuk memberikan bantuan kepada lansia yang
membutuhkan, melibatkan pihak nagari dan masyarakat dalam
menentukan penerima bantuan, serta melakukan pendataan dan
pemeriksaan terhadap kondisi lansia. Namun, penerapannya belum
sepenuhnya maksimal karena masih terdapat lansia yang belum
memperoleh bantuan.

5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat
beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah dan Dinas Sosial perlu meningkatkan jumlah dan
jangkauan bantuan yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari.
Pendataan lansia juga perlu diperbarui secara rutin agar lansia yang
membutuhkan tidak terlewat dari pelayanan. Selain itu, pemerintah
perlu mempertimbangkan penyediaan panti atau tempat pelayanan
khusus bagi lansia yang membutuhkan perawatan lebih lanjut.

2. Pemerintah Nagari Halaban diharapkan terus memperbarui data lansia
di setiap jorong dan lebih aktif melihat kondisi lansia secara langsung.
Dalam menentukan penerima bantuan, pemerintah nagari perlu tetap
mengutamakan kondisi dan kebutuhan nyata lansia serta melibatkan
masyarakat dalam memberikan informasi.

3. Masyarakat Keluarga dan masyarakat di Nagari Halaban diharapkan
terus memberikan perhatian kepada lansia, terutama bagi lansia yang

tinggal sendiri dan tidak memiliki penghasilan tetap.
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